
Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual 
Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan   

 1 

Pengaruh Teknologi Digital terhadap Aparat Penegak Hukum: 
Studi Perbandingan Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika 

Serikat 
 

Geofani Milthree Saragih1, Yasmirah Mandasari Saragih2 dan Kartika Septiani3 
 

Abstrak 
Perkembangan teknologi digital, khususnya artificial intelligence (AI), big data, dan digital forensics, telah 
membawa perubahan signifikan dalam kerja aparat penegak hukum di berbagai negara. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaruh teknologi digital terhadap efektivitas, transparansi, dan 
akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Pendekatan yuridis-
komparatif digunakan untuk menganalisis bagaimana masing-masing negara merespons tantangan dan 
peluang yang muncul dari integrasi teknologi ke dalam sistem hukum mereka. Korea Selatan dan Amerika 
Serikat telah mengembangkan kerangka hukum serta infrastruktur teknologi yang memungkinkan 
pemanfaatan AI dalam proses investigasi, analisis kejahatan, dan prediksi kriminalitas. Sementara itu, 
Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan 
kesiapan teknologi. Temuan awal menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan 
efisiensi kerja aparat penegak hukum, namun juga menimbulkan persoalan etis dan hukum baru, seperti 
pelanggaran privasi dan bias algoritma. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulatif dan 
peningkatan kapasitas teknologi hukum di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara 
dengan sistem hukum yang lebih maju. Studi ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam mendorong 
pembaruan sistem penegakan hukum Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan digital global.  
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Pendahuluan  

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan, 

termasuk dalam bidang penegakan hukum yang selama ini dikenal dengan pendekatan 

tradisional dan birokratis. Revolusi digital yang ditandai dengan integrasi kecerdasan 

buatan (Artificial Intelligence/AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, dan analisis big 

data tidak hanya mengubah cara aparat penegak hukum mengakses dan mengelola 

informasi, tetapi juga menggeser paradigma kerja mereka dari sistem reaktif menuju 

sistem prediktif (Henry Pearce, 2015). Dalam konteks ini, AI tidak lagi dipandang sebagai 

alat bantu biasa, tetapi telah menjadi instrumen utama dalam merancang strategi 

penegakan hukum yang lebih efisien dan adaptif. Teknologi seperti facial recognition, 

voice pattern analysis, dan predictive policing telah membuka kemungkinan baru dalam 

mendeteksi potensi kejahatan bahkan sebelum kejahatan itu terjadi (Almanza & Fayed, 

2020). 

Namun demikian, adaptasi terhadap transformasi digital ini tidak selalu berjalan 

mulus. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, keberadaannya juga 

menimbulkan tantangan serius yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah 

ketimpangan akses dan kemampuan antar aparat penegak hukum dalam menggunakan 

teknologi tersebut secara optimal. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital 

yang memadai, dan tidak semua petugas memiliki kapasitas atau pelatihan yang sesuai 

untuk mengoperasikan sistem-sistem canggih tersebut. Akibatnya, alih-alih mempercepat 
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kerja, teknologi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara daerah yang 

memiliki akses teknologi dan daerah yang tertinggal secara digital. 

Lebih lanjut, persoalan etika dan hukum juga menjadi perhatian utama dalam 

penggunaan teknologi digital oleh aparat penegak hukum (Acep Saepudin & Geofani 

Milthree Saragih, 2023). Misalnya, penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam proses 

identifikasi pelaku kejahatan dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, bias 

algoritma, hingga kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Di 

Amerika Serikat, beberapa kota bahkan telah melarang penggunaan facial recognition oleh 

aparat karena terbukti menghasilkan tingkat kesalahan yang tinggi terhadap warga kulit 

berwarna (Richardson, 2021). Di Korea Selatan, meskipun penerapan teknologi dilakukan 

lebih sistematis, tantangan muncul dalam bentuk kekhawatiran publik terhadap 

pengawasan massal yang dianggap dapat mengganggu kebebasan sipil (Kuen et al., 2025). 

Di Indonesia sendiri, tantangan utamanya terletak pada belum tersedianya kerangka 

hukum yang memadai untuk mengatur batas-batas penggunaan teknologi canggih 

tersebut dalam konteks penegakan hukum. 

Karena itu, penting untuk dipahami bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari 

prinsip-prinsip dasar hukum yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Penerapan teknologi oleh aparat penegak hukum harus tetap tunduk pada norma-norma 

hukum dan prinsip hak asasi manusia yang berlaku. Teknologi seharusnya menjadi alat 

bantu yang memperkuat kemampuan hukum dalam melindungi masyarakat, bukan 

sebaliknya menjadi instrumen kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena 

itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang bijak, menyeluruh, dan adaptif untuk 

memastikan bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem hukum benar-benar membawa 

manfaat tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental dari keadilan hukum itu sendiri. 

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji integrasi teknologi digital dalam lembaga 

penegak hukum. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Prigel Aditama, Elisabeth 

Aprilia Sinaga, dan Citra Anjelika Putri adalah untuk menganalisis perbandingan hukum 

pidana terkait tindak kejahatan siber (Cyber Crime) antara Indonesia dan Amerika Serikat, 

serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi di 

dunia maya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode analisis komparatif 

terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum di kedua 

negara, penelitian ini menemukan bahwa meskipun baik Indonesia maupun Amerika 

menunjukkan komitmen dalam menangani kejahatan siber, terdapat perbedaan signifikan 

dalam pendekatan hukum dan strategi penegakan yang digunakan masing-masing negara 

(Prigel aditama et al., 2025). Kedua penelitian Sallie Alexandra dan Rosdiana yang 

menganalisis efektivitas sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan 

transnasional melalui perbandingan dengan kerangka hukum Uni Eropa (EU). Dengan 

menggunakan pendekatan studi hukum perbandingan dan analisis kualitatif terhadap 

regulasi, studi kasus, serta wawancara dengan praktisi hukum dan aparat penegak 

hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan 

signifikan, terutama dalam mekanisme ekstradisi, kolaborasi lintas negara, dan 

pemanfaatan teknologi seperti digital forensik dan kecerdasan buatan. Temuan utama 

memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan ekstradisi Indonesia hanya 45%, jauh di 

bawah Uni Eropa yang mencapai 85% berkat sistem European Arrest Warrant, serta waktu 
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penyelesaian perkara di Indonesia lebih lambat. Penelitian ini menekankan pentingnya 

reformasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penguatan kerja 

sama internasional guna meningkatkan efektivitas Indonesia dalam menghadapi 

kejahatan transnasional (Alexandra & Rosdiana, 2025).  

Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan 

dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas 

penerapan teknologi dalam penegakan hukum secara normatif atau teknis semata, tetapi 

mengkaji secara komprehensif pengaruhnya terhadap aparat penegak hukum dari aspek 

regulasi, etika, efektivitas kelembagaan, serta praktik terbaik antar negara. Penelitian ini 

juga menghadirkan pendekatan perbandingan lintas negara dengan fokus khusus pada 

aktor penegak hukum sebagai subjek utama sesuatu yang jarang disentuh secara 

mendalam dalam studi-studi terdahulu yang cenderung hanya menyoroti sistem hukum 

atau jenis kejahatan digitalnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi 

kebaruan (novelty) dalam kajian hukum dan teknologi dengan menyoroti kesenjangan 

struktural dan normatif di Indonesia sekaligus menawarkan solusi berbasis praktik 

internasional yang terukur dan kontekstual. 

State of the art dari riset ini terletak pada pemetaan kondisi aktual penerapan 

teknologi digital oleh aparat penegak hukum dalam konteks perbandingan antara 

Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini 

adalah adanya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan dimensi hukum, 

teknologi, dan kelembagaan dalam satu kerangka analisis. Selain itu, riset ini menekankan 

pada studi perbandingan sistemik untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) 

dan sekaligus menganalisis tantangan khas masing-masing negara dalam menyerap 

teknologi digital ke dalam sistem penegakan hukum. 

Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan 

membandingkan pengaruh teknologi digital terhadap aparat penegak hukum di 

Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, dengan fokus pada aspek efektivitas, 

akuntabilitas, dan kendala implementasi, serta untuk menawarkan rekomendasi model 

kebijakan yang adaptif bagi Indonesia dalam menyongsong era digital penegakan hukum. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Elisabeth Nurhaini Butar-

Butar, 2018) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan 

prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam praktik penegakan hukum di masing-masing 

negara. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang 

mengatur penggunaan teknologi digital oleh aparat penegak hukum, termasuk peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen kebijakan yang relevan di 

Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. 

Metode penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan studi perbandingan 

hukum (comparative legal approach), yaitu membandingkan sistem hukum dan praktik 

penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum di ketiga negara (Amiruddin & 

Asikin, 2012). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menemukan perbedaan, 

kesamaan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem dalam menyerap 
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teknologi digital ke dalam fungsi penegakan hukum. Studi perbandingan ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu efektivitas penggunaan teknologi, 

legitimasi hukum yang melandasinya, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia 

(Andinia Noffa Safitria et al., 2024). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks hukum, laporan 

kebijakan lembaga resmi, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) (Soerjono Soekanto & Sri 

Mamudji, 2009). Seluruh dokumen dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 

metode analisis normatif dan komparatif, untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan struktur hukum serta praktik yang berkembang di ketiga negara. 

Hasil Dan Pembahasan  

Penerapan Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum: Perbandingan 
Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat 

 Penerapan teknologi digital dalam sistem penegakan hukum merupakan bagian 

dari transformasi kelembagaan yang tidak terelakkan dalam era revolusi industri 4.0 dan 

masyarakat 5.0. Dalam kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sistem 

hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) (Friedman, 1975). Ketiganya 

harus saling mendukung agar teknologi dapat berfungsi secara optimal dalam sistem 

hukum. Penerapan teknologi dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari 

kerangka tersebut: keberadaan perangkat kelembagaan yang siap secara infrastruktur dan 

sumber daya manusia, kejelasan aturan hukum yang mendasari pemanfaatan teknologi, 

serta penerimaan dan kesiapan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum 

(Apeldoorn, 2019). 

Di Amerika Serikat, penerapan teknologi dalam penegakan hukum sudah sangat 

maju dan menjadi bagian integral dari kerja lembaga seperti FBI, DEA, dan lembaga 

penegak hukum di tingkat negara bagian (Boxer et al., 2021). Teknologi seperti predictive 

policing, pengenalan wajah (facial recognition), dan sistem database forensik nasional telah 

lama diterapkan (Berk, 2021). Salah satu dasar hukum penting yang mengatur penggunaan 

teknologi di ranah penegakan hukum adalah Fourth Amendment (Amandemen Keempat 

Konstitusi AS) yang melindungi warga negara dari penggeledahan dan penyitaan yang 

tidak wajar. Meskipun demikian, penerapannya dalam konteks teknologi digital 

menimbulkan kontroversi, terutama terkait hak privasi. Beberapa putusan penting seperti 

Carpenter v. United States (2018) menegaskan pentingnya perlindungan data lokasi 

individu, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam hukum harus 

tunduk pada prinsip due process of law dan judicial oversight (Emily Nicolella, 2023). 

Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan keberhasilan signifikan dalam 

mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem penegakan hukum secara sistematis 

(Herrador, 2024). Pemerintah Korea Selatan membentuk sistem digital yang canggih untuk 

pemantauan publik berbasis CCTV pintar, e-prosecution, dan sistem informasi penanganan 

perkara digital di kepolisian dan kejaksaan. Dalam aspek regulasi, Undang-Undang 
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Perlindungan Informasi Pribadi (Personal Information Protection Act/PIPA) menjadi 

landasan utama yang membatasi penggunaan data pribadi oleh aparat penegak hukum 

(Jeong, 2023). Selain itu, aparat penegak hukum di Korea dilatih secara intensif untuk 

mengoperasikan sistem digital secara profesional, dan terdapat sistem audit internal yang 

cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan data dan wewenang. Dalam kerangka 

hukum Korea, integrasi teknologi digital diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan 

efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum. 

Indonesia, di sisi lain, masih berada pada tahap awal dalam menerapkan teknologi 

digital secara menyeluruh dalam sistem penegakan hukumnya. Beberapa inisiatif seperti 

E-Tilang, SP2HP online, dan penggunaan CCTV di ruang publik sudah mulai berjalan, 

namun penerapannya belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga 

penegak hukum (Rahmat Dwi Putranto, 2023). Dalam hal regulasi, belum terdapat 

undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif penggunaan teknologi 

canggih oleh aparat penegak hukum. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (yang kini telah disahkan menjadi UU No. 27 Tahun 2022) menjadi salah satu 

landasan hukum penting, tetapi belum menjangkau secara eksplisit aspek penegakan 

hukum. Selain itu, tidak adanya pedoman teknis dan kode etik khusus bagi aparat dalam 

menggunakan teknologi digital seperti sistem pengenalan wajah atau pemantauan digital 

menimbulkan kekosongan hukum yang rawan disalahgunakan. 

Dalam konteks ini, pendekatan normatif menunjukkan bahwa hukum tidak hanya 

menjadi instrumen pengendali, tetapi juga penjamin keadilan. Menurut teori tujuan 

hukum dari Gustav Radbruch, hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian dan 

kemanfaatan, tetapi juga harus menjamin keadilan (Radbruch, 2008). Oleh karena itu, 

penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum harus dirancang sedemikian rupa 

agar tidak bertentangan dengan prinsip due process of law, presumption of innocence, dan 

perlindungan hak asasi manusia. Tanpa dasar hukum yang kuat dan kesadaran etis dari 

para aparat, teknologi justru dapat menjadi alat represi, bukan perlindungan. 

Dari ketiga negara yang dikaji, tampak bahwa keberhasilan penerapan teknologi 

digital dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem hukum 

nasional, baik dari aspek kelembagaan, substansi hukum, maupun budaya hukumnya. 

Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi 

tidak terlepas dari kejelasan aturan hukum, pelatihan aparat, serta kontrol internal yang 

kuat. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penguatan regulasi dan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pembaruan hukum 

dan peningkatan kapasitas institusional menjadi syarat mutlak agar teknologi digital dapat 

diimplementasikan secara adil dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum nasional. 

 

Kerangka Regulasi dan Etika Penggunaan Teknologi oleh Aparat Penegak 
Hukum di Indonesia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat 

 Penggunaan teknologi digital oleh aparat penegak hukum tidak hanya berkaitan 

dengan aspek teknis dan operasional, tetapi juga sangat erat dengan prinsip-prinsip 

hukum dan etika. Setiap inovasi teknologi yang diterapkan oleh aparat baik itu dalam 
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bentuk sistem pemantauan elektronik, penggunaan algoritma kecerdasan buatan, hingga 

penyimpanan data biometrik harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku serta nilai-

nilai etik yang menjamin hak-hak dasar warga negara (Mirza Nasution & Geofani Milthree 

Saragih, 2024). Dalam kerangka teori hukum modern, hukum tidak hanya menjadi norma 

pengatur (regulative), tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi protektif terhadap 

nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, kerangka regulasi 

dan etika menjadi komponen fundamental dalam mengatur bagaimana aparat penegak 

hukum memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya. 

Di Amerika Serikat, meskipun sistem hukum yang digunakan bersifat common law, 

terdapat sejumlah regulasi penting yang memberikan batasan dan panduan terhadap 

penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum (Gilens & Page, 2014). Amandemen 

Keempat Konstitusi AS secara eksplisit melindungi warga negara dari penggeledahan dan 

penyitaan yang tidak wajar (unreasonable search and seizure) (Mordechai-Strongin, 2023). 

Prinsip ini menjadi dasar dalam membatasi penggunaan teknologi pengawasan digital, 

seperti pelacakan lokasi GPS, pengawasan elektronik, atau pencarian data pribadi tanpa 

surat perintah. Sejumlah putusan Mahkamah Agung AS, seperti dalam Riley v. California 

(2014) (Totten et al., 2024) dan Carpenter v. United States (2018) (Tokson, n.d.), telah 

mempertegas bahwa penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum tetap harus 

mematuhi prinsip due process dan pengawasan yudisial. Selain itu, lembaga penegak 

hukum di AS menerapkan standar etika internal dan pengawasan eksternal (independent 

oversight) dalam penggunaan teknologi tinggi agar tetap sejalan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas. 

Berbeda dengan Amerika Serikat, Korea Selatan mengembangkan pendekatan 

regulasi yang lebih sistematis dan terpusat. Negara ini memiliki kerangka hukum yang 

cukup kuat dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya adalah 

melalui Personal Information Protection Act (PIPA) yang mulai berlaku sejak 2011 (Tulinov 

et al., 2022). PIPA memberikan batasan ketat terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan 

penggunaan data pribadi oleh institusi publik dan swasta, termasuk aparat penegak 

hukum (Kim & Park, 2024). Selain itu, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea 

bertindak sebagai pengawas independen untuk memastikan kepatuhan lembaga terhadap 

prinsip-prinsip perlindungan data. Dalam praktiknya, polisi dan kejaksaan di Korea 

Selatan diwajibkan untuk melaporkan penggunaan teknologi pemantauan terhadap 

individu, serta menyediakan mekanisme pengaduan publik apabila terdapat dugaan 

penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital tidak hanya 

difokuskan pada efisiensi penegakan hukum, tetapi juga dijalankan dalam kerangka 

perlindungan hak asasi manusia yang sistematis dan terukur. 

Indonesia saat ini masih dalam tahap awal penguatan regulasi dan etika terkait 

penggunaan teknologi digital oleh aparat penegak hukum. Beberapa regulasi yang relevan 

seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) baru mulai menjadi rujukan dalam penggunaan teknologi informasi 

(Widyantari & Sulistiyono, 2020). Namun, regulasi ini belum secara rinci mengatur 

mekanisme penggunaan teknologi seperti artificial intelligence, facial recognition, atau sistem 

pelacakan digital dalam konteks penegakan hukum (Diniyanto & Kamalludin, 2021). 
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Aparat penegak hukum seperti kepolisian masih mengandalkan aturan internal atau 

pedoman teknis yang belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, belum ada 

lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan khusus untuk mengaudit 

penggunaan teknologi digital dalam proses penyelidikan atau penuntutan pidana. 

Etika penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum di Indonesia juga belum 

menjadi perhatian utama. Dalam praktik, masih sering ditemukan penggunaan teknologi 

pemantauan yang tidak disertai dengan prosedur hukum yang jelas, misalnya 

pemantauan media sosial tanpa dasar hukum formal atau penggunaan kamera pengawas 

tanpa pemberitahuan kepada publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi 

pelanggaran privasi, penyalahgunaan kewenangan, dan kriminalisasi terhadap kelompok 

tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan kode etik khusus yang mengatur 

secara normatif penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum, termasuk mekanisme 

pertanggungjawaban dan sanksi apabila terjadi penyimpangan. 

Dengan membandingkan ketiga negara, terlihat bahwa keberhasilan pengaturan 

penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh dua faktor 

utama, yakni kekuatan regulasi dan keberadaan pengawasan etis yang independen. 

Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun 

sistem hukum yang adaptif terhadap teknologi, namun tetap menjamin perlindungan hak 

asasi manusia. Sementara itu, Indonesia perlu melakukan reformasi regulatif dan 

kelembagaan agar mampu menyusun kerangka hukum yang tidak hanya responsif 

terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 

akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, 

kemajuan teknologi digital dalam penegakan hukum tidak menjadi ancaman, melainkan 

sarana untuk memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik. 

Tantangan dan Praktik Terbaik Integrasi Teknologi Digital dalam Sistem 
Penegakan Hukum: Studi Perbandingan Tiga Negara 

Integrasi teknologi digital dalam sistem penegakan hukum tidak dapat dipisahkan 

dari tantangan struktural, regulatif, dan kultural yang dihadapi oleh masing-masing 

negara. Dalam konteks teori perubahan hukum oleh Roscoe Pound, hukum harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi 

(Munir, 2023). Artinya, sistem hukum harus adaptif terhadap realitas sosial baru yang 

ditandai dengan digitalisasi dalam hampir seluruh sektor, termasuk sektor penegakan 

hukum. Dalam praktiknya, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan telah 

menunjukkan berbagai bentuk adaptasi struktural dan kebijakan dalam mengintegrasikan 

teknologi ke dalam institusi penegak hukum, sedangkan Indonesia masih berada pada fase 

awal yang ditandai oleh sejumlah kendala mendasar (Yasmirah Mandasari Saragih et al., 

2024). 

Amerika Serikat menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal konsistensi antara 

kebebasan sipil dan penerapan teknologi canggih dalam sistem peradilan dan penegakan 

hukum. Teknologi seperti predictive policing, penggunaan drone, serta perangkat pelacak 

digital menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak atas privasi dan potensi 

diskriminasi rasial dalam algoritma yang digunakan. Meskipun demikian, Amerika 

Serikat telah menunjukkan praktik terbaik dalam membangun checks and balances 
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melalui judicial review terhadap praktik aparat. Keberadaan putusan-putusan Mahkamah 

Agung seperti Riley v. California dan Carpenter v. United States memberikan dasar hukum 

penting yang mengatur batas-batas penggunaan teknologi, sehingga aparat penegak 

hukum tidak dapat menggunakan teknologi secara sewenang-wenang tanpa otorisasi 

hukum yang memadai. Selain itu, beberapa yurisdiksi di AS telah mengembangkan 

technology oversight boards sebagai lembaga independen yang bertugas memantau 

penggunaan teknologi dalam proses hukum dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip 

due process dan hak asasi. 

Di Korea Selatan, tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara 

pengembangan teknologi yang cepat dengan kecemasan publik terhadap potensi 

penyalahgunaan. Pengawasan massal melalui kamera CCTV pintar yang dilengkapi 

dengan teknologi pengenalan wajah, misalnya, menimbulkan kekhawatiran akan 

pelanggaran privasi. Namun, negara ini berhasil membangun kerangka pengawasan yang 

kuat melalui Personal Information Protection Commission (PIPC) yang secara berkala 

mengaudit penggunaan data oleh institusi negara, termasuk aparat penegak hukum. 

Korea juga menerapkan pendekatan pelatihan berkelanjutan terhadap aparat penegak 

hukum dalam penggunaan teknologi, serta mengintegrasikan teknologi dengan sistem 

kerja berbasis digitalisasi dokumen, e-prosecution, dan integrasi database perkara pidana 

nasional. Keberhasilan Korea terletak pada keharmonisan antara inovasi teknologi dan 

perlindungan hukum, yang didukung oleh sistem pengawasan internal yang efisien dan 

regulasi khusus yang mengatur ranah teknologi dalam penegakan hukum. 

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih fundamental. 

Keterbatasan infrastruktur teknologi hukum, rendahnya literasi digital aparat penegak 

hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga hukum menjadi hambatan 

utama dalam mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh. Misalnya, meskipun telah 

diperkenalkan sistem seperti E-Tilang, E-Berpadu, dan pelaporan SP2HP Online, sistem-

sistem tersebut belum terintegrasi secara nasional dan hanya diterapkan secara parsial. Di 

samping itu, aspek regulatif juga menjadi tantangan besar. Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 

memang memberikan dasar hukum umum, namun belum secara khusus mengatur 

pemanfaatan teknologi oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, 

penuntutan, maupun pengawasan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang 

berisiko pada penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum bagi warga negara. 

Dalam konteks ini, praktik terbaik dari negara-negara lain dapat dijadikan rujukan 

penting untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Amerika Serikat menunjukkan 

pentingnya mekanisme judicial oversight dan pembentukan lembaga pengawas 

independen dalam penggunaan teknologi oleh aparat hukum. Korea Selatan mengajarkan 

pentingnya konsistensi antara sistem digitalisasi, regulasi perlindungan data, dan 

pelatihan profesional bagi aparat. Kedua negara tersebut juga menekankan perlunya 

keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan teknologi dalam proses 

penegakan hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Indonesia 

dapat mengambil pelajaran strategis dari praktik tersebut dengan membangun sistem 

integrasi digital yang menyeluruh, menyusun peraturan pelaksana yang rinci, serta 
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membentuk mekanisme pengawasan dan pengaduan yang kuat terhadap penggunaan 

teknologi dalam ranah hukum. 

Secara teoritis, hal ini berkaitan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang 

menyatakan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan. Penerapan teknologi dalam sistem penegakan hukum hanya akan 

bernilai jika mampu memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi dan efektivitas, tanpa 

mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, integrasi 

teknologi bukan sekadar proyek modernisasi birokrasi hukum, tetapi harus ditempatkan 

dalam kerangka reformasi hukum yang menyeluruh, berbasis pada etika, akuntabilitas, 

dan supremasi hukum. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bukan menjadi 

hambatan, tetapi menjadi peluang untuk mentransformasikan sistem penegakan hukum 

menuju sistem yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada keadilan substantif. 

Kesimpulan  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi digital dalam 

penegakan hukum sangat bergantung pada kesiapan sistem hukum, regulasi yang 

memadai, serta kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum. Amerika Serikat dan 

Korea Selatan menunjukkan keberhasilan melalui kerangka hukum yang kuat, 

pengawasan independen, serta pelatihan teknologi yang berkelanjutan. Sebaliknya, 

Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya 

literasi digital aparat, dan kekosongan regulasi spesifik terkait penggunaan teknologi oleh 

penegak hukum. Meskipun demikian, praktik terbaik dari dua negara tersebut dapat 

menjadi rujukan strategis bagi Indonesia untuk membangun sistem penegakan hukum 

yang berbasis teknologi secara etis, transparan, dan akuntabel. Integrasi teknologi harus 

dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan penegakan hukum yang 

adaptif terhadap perkembangan zaman. 
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